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Abstrak 

Pembenahan aparatur Sipil Negara sebenarnya tidak lepas dari usaha mengembangkan 

kemampuan kapasitas aparatur Sipil Negara. Tahun 2020 jumlah PNS di Sinjai yakni 4.644. 

Banyakanya PNS di lingkup sinjai berbanding terbalik dengan sistem pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat hal ini tidak lepas dari dominasi usia 51 tahun keatas sehingga untuk 

meningkatkan Sumber daya manusia dibutuhkan pengembangan kapasitas Aparutr Sipil Negara 

oleh karena itu tujuan dalam pen Penelitian untuk menganalisis Pengembangan Kapasitas 

Aparutur Sipil Negara di Sinjai. Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif  adapun teknik 

pengumpulan data  yakni observasi, Studi dokumentasi dan studi literatur. Adapun Teknik 

analisis data yakni kondensasi, display dan conclousing drawing. Adapun hasil penelitian yakni 

pembenahan pemerintah daerah kabupaten Sinjai harus memiliki 3 tingkatan yakni tingkatan 

Sistem,  institusional dan tingkatan individu. Oleh karena itu,  dalam meberikan jabatan dan 

posisi pada ASN untuk memenuhi instansi tertentu dalam artian mutasi, promosi jabatan harus 

sesuai dengan kemampuan dan tingkat prestasinya bukan berdasarkan unsur politik. Adapun 

saran dari peneliti  yaitu Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat melakukan pembenahan apabila 

mengembangkan tiga indikator yakni tingkat sistem, tingkat institusional, dan tingkat individu.  

Kata Kunci: Pengembangan Kapasitas Aparatur 
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Abstact 

Improving the State Civil Apparatus actually cannot be separated from efforts to develop the 

capacity of the State Civil Apparatus. In 2020 the number of civil servants in Sinjai is 4,644. The 

number of civil servants in the Sinjai scope is inversely proportional to the service system 

provided to the community, this cannot be separated from the dominance of the age of 51 years 

and over so that to increase human resources it is necessary to develop the capacity of the State 

Civil Apparatus. in Sinjai. This research is descriptive qualitative, while the data collection 

techniques are observation, documentation study, and literature study. The data analysis 

techniques are condensation, display, and conclusion drawing. The results of the research, 

namely the improvement of the Sinjai district government must have 3 levels, namely the system 

level, institutional level, and individual level. Therefore, in assigning positions and positions to 

ASN to fulfill certain agencies in terms of transfer, promotions must be under their abilities and 

level of achievement, not based on political elements. The suggestion from the researcher is that 

the Government of Sinjai Regency can make improvements if it develops three indicators, 

namely the system level, institutional level, and individual level.. 

Keywords :apparatus Capacity Building 

 

Pendahuluan 

Pembenahan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang diperlukan dalam meningkatkan 

sistem pelayanan dan profesionalisme ASN hal ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang No. 

5 tahun 2014  tentang Aparatur sipil Negara  yakni profesional dan berkinerja, memberikan 

pelayanan secara adil dan netral, serta  menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Pengembangan 

kapasitas Aparatur Sipil Negara tidak lepas dari tujuan UU No.5 Tahun 2014 dengan 

menerapkan merit system, mewujudkan ASN yang handal, berkinerja besar, sejahtera. 

Pembenahan ASN sangat diperlukan guna meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada 

kebutuhan warga, nilai serta partisipasi warga baik dalam organisassi pemerintah maupun diluar 

organisasi pemerintah (Apandi, 2020). Pembenahan ASN dapat dilakukan dengan 

Pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara dengan pendidikan dan pelatihan atau program 

In-Servie training (kepimpinan, Fungsional dan Teknis), serta mengikuti perkembangan 

teknologi ( Seraan, et al., 2020). Keberhasilan ASN dapat diukur dalam bentuk pengukuran 

kinerja, Pengukuran kinerja merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam menggapai 

keberhasilan pengembangan Apratur Sipil Negara karena  didalamnya berhubungan dengan 

kriteria efesiensi dan efektivitas (Røge & Lennon, 2018).Pembenahan ASN dapat terjadi apabila 

prosedur rekruitmen berjalan dengan transparansi serta dalam penempatan ASN diposisi tertentu 

dapat dilakukan dengan mengaplikasikan sistem merit (Ferdian, 2019) 

Urgensi dari ASN saat ini yakni Trust, kepercayaan masyarakat terhadap ASN mengalami 

penurunan. Hal ini terjadi dari pendekatan-pendekatan yang tidak bersifat humanisme, 

profesionalisme sehingga mengalami penurunan sikap percaya dari warga negara. Pada dasarnya 

dalam sistem pelayanan seharusnya mengoptimalkan momentum hadirnya generasi melenial di 

lingkungan ASN dengan cara pengelolahan atau peningkatan SDM (Faedlulloh et al., 2020). 
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Adanya penurunan jumlah ASN sejak tahun 2016 hal tersebut pemerintah menetapkan 

moratorium pada tahun 2015 dan 2016 (BKN, 2020) Dapat diliat pada gambar 1.1. Pertumbuhan 

PNS dari tahun 2011 sampai dengan Juni 2020. 

  

  

  

  

  

  

 

Gambar 1.1. Pertumbuhan PNS dari tahun 2011 sampai dengan Juni 2020 (BKN,2020) 

Berbagai upaya yang dilakukan Stakeholder untuk membantu meminimalisir hambatan dengan 

berbagai bentuk pelatihan yang terintegrasi. Pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan aspek terstandarisasi dan penguatan manajemen strategis. ASN juga 

tidak diperbolehkan memiliki sifat diskriminatif terhadap masyarakat dalam memberikan 

pelayanan karena pada dasarnya prinsip manajemen ASN yang harus direalisasikan yakni 

objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel dan beba dari intervensi politik (Permenpan 

No.3 Tahun 2020). Oleh karena itu, untuk pengembangan kapasitas ASN diperlukan 

pengembangan talenta yang tertuang dalam permenpan No 3 Tahun 2020,antara lain : 1). 

Pengembangan talenta dilaksanakan melalui akselerasi, pengembangan kompetensi, dan 

peningkatan kulifikasi 2). Peningkatan talenta dengan tugas Belajar 3) pengembangan 

kompetensi dan peningkatan kulaifikasi. 

Pembenahan aparatur Sipil Negara sebenarnya tidak lepas dari usaha mengembangkan 

kemampuan kapasitas aparatur. Mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara. Merupakan 

suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pelayanan di pemerintahan pusat 

maupun pemerintahan daerah. Jika pengembangan kapasitas aparatur mengalami kendala maka, 

perlu adanya evaluasi. Oleh karena itu, dapat dilihat mana yang perlu ditingkatkan dan mana 

perlu dipertahankan, diperkuat maupun di prioritaskan tentunya dengan cara apa pencapaian itu 

dilakukan. Peningkatan kapasitas berfungsi untuk mengendalikan akuntabilitas kinerja organisasi 

melalui pengukuran berdasarkan perubahan kinerja berdasarkan pengaturan kelembagaan, 

kepemimpinan, pengetahuan dan akuntabilitas (Seran,at.,all  2019). Pengembangan kapasitas 

harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan agar mampu memberikan layanan yang 

maksimal kepada warga negara. Oleh karena itu, yang perlu menjadi fokus utama dalam 

tingkatan-tingkatan pengembangan kapasitas (H. R. R. Soeprapto, 2006), yakni: 1). Tingkat 

sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan aturan, kebijakan dan kondisi 

dasar yang mendukung objektivitas kebijakan tertentu; 2). Tingkatatan institusional atau 

keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi-
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organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan saran dan prasarana, hubungan-

hubungan dan jaringan organisasi; 3). Tingkat individual, contohnya keterampilan individu dan 

persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motiasi-

motivasi dari pekerjaan orang-orang dalam organisasi. 

Tingkatan–tingkatan pengembangan organisasi dibutuhkan untuk menciptakan good governance. 

Good Governance merupakan cerminan keberhasilan dalam sektor Public Service untuk 

mewujudkan itu perlu cara atau strategi dalam mengembangkan kapasitas apratur. Pada dasarnya 

ukuran berhasilnya pelayanan dapat terlihat puasnya masyrakat atau tidak menerima service dari 

pemerintah. Hal yang menjadi patokan adalah pelayanan yang tidak berbelit-belit, efective dan 

efesien. Untuk meningkatkan hasil organisasi maksimal perlu peningkatan sumber daya manusia, 

komitmen organisasi, mengembangkan karier dan disiplin kerja serta pelatihan (UU No.5 Tahun 

2014). Kendala dalam pengembangan kapasitas organisasi yakni kebanyakan yang menjabat atau 

ASN yang memiliki jabatan tinggi rata rata kelompok usia diatas 50 tahun sehingga kemampuan 

dan adapitasi terhadap perubahan lingkungan dan teknologi sangat minim sehingga menghambat 

dalam proses pemberian layanan kepada warga negara. Kelompok usia 51-55 masih 

mendominasi jumlah PNS berdasarkan usia disusul dengan kelompok usia 56-60 tahun dapat 

dikatakan bahwa mayoritas PNS yang ada di Pemerintah pusat dan daerah rata rata berusia diatas 

40 Tahun (BKN, 2020). Sehingga birokrasi perlu melakukan regenarisasi agar roda 

pemerintahan berjalan dengan optimal sehingga penyerapan teknologi, kemampuan dan 

manajemen bertindak secara maksimal dalam pemberian layan kepada warga negara.Dapat 

dilihat gambar 1.2. perbandingan PNS berdasarkan kelompok usia. 

  

  

  

  

  

 

  

Gambar 1.2. perbandingan PNS pusat dan daerah berdasarkan kelompok usia. 

Instansi daerah maupun Instansi Pusat masih di dominasi kelompok usia 51 keatas sehingga 

proses pelayanan yang diberikan kepada warga negara masih menerapkan sistem konvensinal hal 

ini disebabkan ketidakmampuan ASN melakukan penyerapan atau adapitasi teknologi sehingga 

perlu penerapan UU No.5 Tahun 2014 secara menyeluruh karena dalam undang-undang tersebut 

berhubungan dengan pengembangan kapasitas Aparatur ASN antara lain peningkatan sumber 

daya manusia, komitmen organisasi, mengembangkan karier dan disiplin kerja serta pelatihan. 

Oleh karena itu pengembangan kapasitas di tiap instansi di daerah perlu dilakukan secara berkala 
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untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali pemerintahan daerah 

Kabupaten Sinjai. Untuk sinjai sendiri sampai 2020 jumlah PNS yakni 4.644. Banykanya jumlah 

PNS di lingkup Sinjai berbanding terbalik dengan sistem pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat hal ini tidak lepas dari dominasi usia 51 tahun keatas sehingga untuk meningkatkan 

Sumber daya manusia dibutuhkan pengembangan kapasitas apalagi saat ini penyerapan anggara 

belanja lingkup Kabupaten Sinjai yakni sebesar Rp 1,21 Triliun sedangkan PAD Kabupaten 

Sinjai sebesar Rp1,19 Triliun lebih (www. sinjaikab.go.id). Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk menganalisis pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembenahan 

pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai 

 Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian 

dengan apa yang sebenarnya terjadi atau yang ditemukan di lapangan. teknik pengumpulan data 

yakni triangulasi (gabungan) yakni ; 1). observasi yakni memahami orang orang atau informan 

yang terlibat di dalam penelitian tersebut dengan tujuan agar memperoleh suatu informasi yang 

jelas dan benar; 2). Studi dokumentasi yakni mencari sumber data tertulis dilapangan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dapat untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk 

meramal (Lexy, 2010)3). Studi literatur merupakan teknik penelitian dengan mengumpulkan 

buku-buku, pamlet, artikel dan lain lain yang berhubungan dengan masalah dan tujuan 

penelitian. Adapun Teknik analisis data yakni kondensasi, display data dan conclousing 

drawing(Ridder et al., 2014). 

  

Hasil dan Pembahasan 

 

Pengembangan Kapasitas Aparatur Untuk Mendukung Pembenahan Pemerintah Daerah  

Pembenahan Aparataur Sipil Negara di lingkup pemerintahan kabupaten Sinjai perlu di 

maksimalkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Saat ini OPD di kabupaten Sinjai 

yang terdiri dari 7 Kantor Badan, 22 Kantor Dinas, dan 9 Kantor kecamatan terdiri dari 67 Desa 

dan 13 Kelurahan. Saat ini, jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk tenaga 

fungsional tercatat 4.644 orang (BPS Sinjai, 2021). Pada dasarnya yang menjadi patokan untuk 

memajukan pemerintah Kabupaten sinjai yakni Sumber daya Manusia PNS, pada dasarnya PNS 

adalah aset organisasi pemerintahan untuk menjalankan sistem pemerintahan di pemkab Sinjai. 

Sehingga Kualitas dan Kuantitas PNS seharusnya sesuai dengan kebutuhan OPD di kabupaten 

sinjai bukan karena unsur politik. Penempatan dan pengadaan PNS di pemkab sinjai harus 

didasarkan pada prinsip “apa” dan baru “siapa” artinya mendahulukan pekerjan yang akan 

ditangani berdasarkan “Job Description”. Sedangkan siapa merujuk pada kualifikasi orang yang 

menempati jabatan tersebut berdasarkan pada “ Job specification”.  Oleh karena itu, penempatan 

PNS di kabupaten Sinjai harus mengedepankan  “The Right Man In The Right Place” 

Alternatif terbaik dalam pembenahan Aparatur Sipil Negara yakni meningkatkan atau 

mengembangkan kompetensi aparatur. Mengembangkan kompetensi aparatur Pemkab Sinjai 

perlu penerapan tingkatan-tingkatan pengembangan cccapacity aparatur (R. Soeprapto, 2006) 

yakni: 1). Tingkat sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan aturan, 
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kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung objektivitas kebijakan tertentu; 2). Tingkatatan 

institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi, proses pengambilan keputusan 

dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan saran dan 

prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi; 3). Tingkat individual, contohnya 

keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan 

pekerjaan dan motiasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang dalam organisasi. 

  

Tingkatan Sistem 

Tingkatan Sistem salah satu indikator salah satu indikator yang menjadi strategi dalam 

menigkatkan Sumber daya manusia Aaparatur khususnya ASN di tingkat Pemkab Sinjai. Pada 

dasarnya tingkatan sistem berhubungan dengan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang mampu 

meningkatan kemampuan dan menguatkan pemerintahan. Dalam peningkatan sistem berbicara 

tentang komitmen organisas (Pemerintah) dengan paratur Sipil Negara dengan tujuan utuk 

mencapai visi misi Pemerintah. Pada dasarnya Komitmen dalam pemerintahan mencakup 3 

makna yakni hasrat, keinginan dan keyakinan (Bukit et al., 2017) antara lain : 1). Sebuah hasrat 

yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut; 2). Sebuah keinginan untuk 

berusaha keras atas nama organisasi; 3). Sebuah keyakinan pasti dari penerimaan nilai-nilai 

tujuan organisasi. Cara meningkatkan komitmen tidak lepas dari peran kebijakan pemerintah 

salah satu bentuk kebijakan untuk meningkatkan komitmen dengan memberikan stimulus kepada 

aparatur yakni pemberihan tambahan penghasilan pegawai. Pemberian tambhan penghasilan 

pegawai dilingkup pemerintah Sinjai diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 19 Tahun 

2020. Tujuan dari adanya aturan ini yakni meningkatkan kinerja pegwai, meningkatkan disiplin 

pegawai, meningkatkan motivasi pegawai, meningkatkan kesehjateraan pegawai dan khususnya 

meningkatkan kualitas pelayanan pegawai. Namun , Untuk memberikan tambahan penghasilan 

pegawai harus memiliki kriteria yakni prestasi kerja dan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan 

profesi dan pertimbangan objektif lainnya (Perbup Sinjai No 19 Tahun 2020). Sehingga dengan 

adanaya aturan tersebut dapat menguatkan organisasi dan meningkatkan komitmen Pegawai 

Negeri Sipil. 

Pengembangan kapasitas Aparatur  dalam pemkab sinjai seharusnya mempertimbangkan  sistem 

manajemen talenta Aparatur Sipil Negara. Dalam (Permenpan No.3 Tahun 2020) manajemen 

talenta ASN yakni sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisis , 

pengembangan, retensi, dan penempatan talenta untuk diprioritaskan pada jabatan jabatan yang 

ditargetkan berdasarkan tingkat potensial dan kinerja melalui mekanisme tertentu yang 

dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu. Oleh 

karena itu,  dalam meberikan jabatan dan posisi pada ASN untuk memenuhi instansi tertentu 

dalam artian mutasi, promosi jabatan harus sesuai dengan kemampuan dan tingkat prestasinya 

bukan berdasarkan unsur politik. Saat ini masih banyak ASNyang memiliki pangkat dan 

golongan yang tidak memiliki jabatan disebabkan sistem penempatan pada jabatan jabatan 

tertentu dalam promosi atau mutasi tidak mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan 

kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras , asal ususl maupun 

agama.Pada dasarnya untuk meniingkatan kinerja sebuah organisasi dengan kemampuan ASN 

dapat terealisassi apabila Permenpan No.3 Tahun 2020 di implementasikan dengan penuh karena 



Al Al Qisthi :Jurnal Sosial dan Politik - http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JAQ   7 

didalamnya terdapat merit system untuk menningkatkan proses pelayanan di tiap-tiap Satuan 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai.  

Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara seharusnya tidak hanya melihat dari jabatan pangkat dan 

golongan karena di lain pihak pangkat dan golongan bukan tolak ukur kualitas Sumber Daya 

Manusia ASN. Namun,tidak semerta-merta mengesampingkan pangkat golongan karena hal 

tersebut merupakan indikator atau persaratan untuk menduduki posisi-posisi tertentu misalnya 

untuk golongan III dan Glongan IV dapat dilakukan lelang jabatan. Lelang jabatan merupakan 

salah satu bentuk implementasi UU No.5 tahun 2014 untuk meningkatkan kualitas dan kinerja 

Pemerintahan. Dapat dilihat tabel dibawa ini Jumlah PNS berdasarkan golongan di Pemkab 

Sinjai tahun 2020 (BPS Sinjai 2021) : 

Dapat dilihat tabel diatas dimana jumlah PNS dilingkub Kabupaten Sinjai sebayak 4.644 orang. 

Strategi dalam meningkatkan kefektifan dan kinerja PNS di lingkup Kabupaten Sinjai sudah 

dilakukan sejak tahun 2018 dengan mengimplementasikan Perbup Sinjai No 25 Tahun 2018 

tentang  Penilain Kinerja dan Disiplin Aparatur Terintegrasi Secara Elektronik Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sinjai.  

 

 



Al Al Qisthi :Jurnal Sosial dan Politik - http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JAQ   8 

 Tingkatan Institusional 

Tingkatatan institusional atau keseluruhan satuan berhubungan dengan struktur organisasi, 

proses pengambilan keputusan dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, 

pengaturan saran dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi (Soeprapto, 

2006)Pada dasarnya institusional atau organisasi merupakan suatu wadah atau temat untuk 

mengembangkan kapasitasnya secara terusmenerus guna menciptakan hal-hal yang benar benar 

di inginkan (Badu, Q & Djafri, 2017)Oleh karena itu yang mempengaruhi tingkatan Institusional 

yakni: 

Struktur 

Peningkatan organisasi  yang mampu memberikan layanan secara efektif dan efesien di lingkup 

pemerintahan perlu kerjasama yang menopang dan membantu serta mengetahui tugas masing 

masing setiap aparatur. Oleh karena itu, disinilah perlu peran satruktur untuk mengatur jalannya 

sebuah Pemerintahan. Karena, organisasi yang mampu mencapai analogi terunggul antara usaha 

dan hasil dalam melakukan perannya dapat dikatan sebagai fungsi dari struktur. Adapun fungsi 

dan kegunaan struktur dalam organisasi (Badu, Q & Djafri, 2017), antara lain : 

Kejelasan Taggung Jawab. Semua dalam intansi pemerintahan wajibb bertanggung jawab 

terhadap tugas dan pelaksanaan kewenangannya serta pimpinan yang menyerahkan 

wewenangnya 

Kejelasan Kedudukan. Kejelasan kedudukan atau jabatan organisasi dapat membantu 

koordinasi dan hubungan yang disebabkan keterkaitan antara penyelasaian tugas 

diamanahkan terhadap sseorang 

Kejelasan Uraian Tugas. Kejelasan dalam uraian tugas dapat mempermudah atasan untuk 

mengawasi dan mengendalikan pelaksana tugas tersebut, serta para pegawai 

berkonsentrasi untuk menyelasaikan pekerjaan yang telah diuraikan secara jelas dan 

terbuka. 

Struktur merupakan hal terpenting untuk mengetahui spesialisasi kemampuan aparatur sehingga 

ketika memiliki kedudukan secara otomatis dia memiliki spesialisasi pekerjaan. Permasalahan 

yang sering ditemukan dilapangan kemampuan aparatur yang masih minim atau belum mampu 

menguasai spesialisasi pekerjaan yang diamanahkan kepada mereka. Akibatnya banyak 

pekerjaan yang harus diselasaikan diambil ahli oleh staff yang notabennya adalah tidak memiliki 

jabatan atau hanya sebagai tenaga kontrak di instansi tersebut.  

Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut (goleman, 2007) merupkan sebuah proses pengaruh sosial. 

Kepemimpinan bukanlah kedudukan, jabatan, atau keuntungan-keuntungan, tetapi merupakan 

tanggung jawab dan merupakan sebuah kegiatan yang bisa diamati, dipahami dan dipelajari serta 

dapat diaplikasikan ke semua orang dimana saja dan kapan saja. Sehingga kepemimpinan ini 

merupakan kemampuan individu yang dimiliki seseorang dengan menggunakan kekuasaanya 

untuk meberikan pengaruh, motivasi dan mendukung usaha orang lain yang memberikan 

kontribusi (Lian,2017). Majunya organisasi dalam memberikan pelayanan dapat dipengaruhi 
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oleh pimpinan karena pada dasarnya organisasi yang baik adalah ketika pimpinan mampu 

menempatkan kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi pada posisinya masing masing. 

Dalam artian, tidak ada unsur kepentingan pribadi dalam menjalankan pemerintahan semata mata 

hanya kepentingan organisasi tersebut.  

Kepemimpinan dapat dipahami ada sebuah kekutan yang terdapat pada figur seorang pemimpin 

sehingga mampu memberikan motivasi dan pengaruh. Karena pemimpin dituntut untuk berfikir 

dan bertindak dalam hal ini dalam mengambil sebuah keputusan. Pemimpin yang terbaik dan 

terefektif bertindak berdasarkan salah satu dari enam pendekatan yakni visioner, pembimbing, 

afiliatif demokratis, pentapan kecepatan dan memerintah menurut (goleman, 2007). Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan kapasitas ASN harus memiliki gaya kepemimpinan yang mengutmakan 

sebuah oragnisasi serta harus memiliki syarat syarat  (Lian,  2017)yakni  memiliki visi untuk 

berubah, memerangi ketakutan akan prubahan, berfikir berani mengambil resiko, memiliki suatu 

rencana usulan yang dinamis, mematahkan aturan, beri setiap orang dua pekerjaan, kolaborasi, 

menerima kegagalan, membangun prototipe dan bersemangat. 

 Perilaku Kelompok 

Perilaku kelompok sangat berperan penting dalam tingkat Institusional  kaarena pada dasarnya 

kondisi organisasi terpengaruh dengan dengan dominan dari suatu kelompok. Hal ini terjadi 

karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan dan tujuan berbeda anatara satu sama lain. 

Akhirnya muncul beragam karakteristik yang secara pasti akan meiliki kemampuan yang tinggi 

apabila diwujudkan dalam suatu kebutuhan dan tujuan yang sama sehingga dasar dari tulah 

terbentuk prilaku kelompok. Dalam sebuah organisasi peran kelompok sangat berpengaruh 

kemajuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, anggota harus termotivasi untuk bergabung dan 

menganggap kelomok merupkan wadah untuk memajukan organisasi dengan tujuan dan pikiran 

yang sama. Dengan adanya kelompok dalam sebuah organisasi akan membangun sifat 

kebersamaan dan kekeluargaan yang mampu meaningkatkan dan tercapainya tujuan organisasi, 

pada dasarnya mau tidak mau ketika berada pada suatu organisasi yang sama atau instnasi yang 

sama harus mampu berbaur dengan kelompok tersebut untuk menigkatkan informasi dan 

kemampuan untuk meyelasaikan tugas-tugas dari instansi tersebut. Sehingga, dalam menjalankan 

tugas tidak merasa terbebani dan melkukn pekerjaantanpa tekanan. 

Kepemimpinan, struktur dan prilaku kelompok dalam sebuah tingkatan institusional merupakan 

hal yang utama dalam memgembangan sebuah organisasi disisi lain dengan adanya struktur 

mampu mengetahui Job deskmasing masing sehingga struktur bukan hanya sebuah tingkatan dan 

klasifikasi pekerjaan tetapi merupakan bagan dalam menghidupkan dan mengembangkan 

organisasi ketika organisasi pemerintahan berjalan degan baik dengan memberikan public 

service kepada Citizenship maka, pegawai yang berada pada organisasi tersebut memiliki kualits 

SDM yang memadai. Disatu sisi pengambilan keputusan dari seorang pemimpin merupakan 

bagian terpenting untuk meningkatkan kemampuan pegawai di setiap instansi tersebut karena 

seorang pemimpin yang baik mampu memberikan semangat, motivasi kepada bawahannya. Oleh 

karena itu, strategi dalam peningkatan institusional dengan mengedepankan kemampuan 

pemimpin dan pengisian jabatan yang ada distruktur harus sesuai dengan klasfikasi ilmu atau 

kemampuannya serta menciptakan rasa memiliki organisasi tersebut. Prilaku kelompok 

merupakan suatu wadah yang mampu membuat pekerjaan dan pelayanan tanpa beban dan 
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mampu menjadi tempat untuk menampung kerisauhan mengenai masalah instansi maupun 

pribadi individu 

Tingkat individual 

Tingkat individual, merupakan kemampuan dalam keterampilan individu dan persyaratan-

persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motiasi-motivasi dari 

pekerjaan orang-orang dalam organisasi. Pengembangan Kapasitas Aparatur dapat diukur dari 

kemampuan SDM pegawai di tingkat Pemkab sinjai seperti kompetensi indivudu, meliputi 

pengtahuan, tingka laku dan keterampilan. Pada tingkat indivu yang menjadi patokan adalah 

keterampilan yang diperlukan seseoarng yang memiliki kemampuan secara konsisten dan 

memiliki tingkat kinerja apabila hal ini ada di tiap individu pegawai di lingkup Kabupaten sinjai 

maka pemerintahan yang efektif dan efesien dapat terealisasi dengan baik ketika hal tersebut di 

dukung tekhnologi  yang memadai. Pada tingkat individu  yang menjadi patokan dalam 

pembenahan pemerintahan Kabupatenn sinjai yakni kompetensi Aparutr sipil Negara.  

Kompetensi sendiri dapat dipahami sebuah kombinasi antara keterampilan (Skill), atribut 

rasional, dan pengetahuan yang tercermin melalui prilaku kinerja. Menurut (Milkovich & 

newman, 2005), kompetensi dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yakni : 

1. Personal karaktristik, karakteristik pribadi ini termasuk integritas pribadai, kematangan 

pendapat, fleksibilitas dan menghormati orang lain.  

2. Visionary, meruakan kompetensi yang paling tinggi tingkatannya yang dapat di 

ekspresikan sebagai perspektif global yang dimilkinya. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah 

gagasan dalam menggerakan organisasi ke arah yang baru, dan pandai menyampaikan 

pendapat tentang implikasi kecenderungan baik dalam menghadapi tantangan, peristiwa-

peristiwa atau komunitas. 

3. Organisation Specific, pada dasarnya terdapat kompetensi-kompensi secara khusus yang 

hanya dapat diterapkan di instansi atau organisasi tertentu. 

Kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki tiap Aparatur Sipil Negara saat ini yang 

dibutuhkan adalah kompetensi yang mampu mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu 

strategi yang paling efektif dalam pengembangan SDM Pegawai Negeri Sipil hendaknya 

didukung oleh beberapa faktor(Bukit et al., 2017), yakni: 

adanya seleksi SDM yang baik untuk mendapatkan atau menciptakan pegawai yang 

berkualits,  

Merancang keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai, 

menyediakan sarana, prasarana dan teknologi yang sesuai untuk pengembangan pegawai  

Komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan 

pegawai secara berkesenambungan 

Apabila kompetensi pegawai berjalan dengan baik maka daya dukung dari organisasi akan 

berjalan  dengan baik pula. Pengembangan kapasitas pegawai selain kompetensi juga harus 
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memiliki beberapa unsur yakni jujur dan disiplin, bergirah dalam bekerja, sesuai dengan 

persaratan aturan atau undang-undang, loyal dan berdedikasi. Oleh karan itu, tingkatan individu 

merupakan hal yang berperan penting dari ketiga indikaator tersebut karena kemajuan dan 

pemberian layanan dan kepuasan masyarakat tergantung pegawai yang melayaninya.  

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan 

pembenahan pemerintah daerah kabupaten Sinjai harus memiliki 3 tingkatan yakni  pertama, 

tingkatan Sistem. Pada tingkatan ini Pengembangan kapasitas Aparatur  dalam pemkab sinjai 

seharusnya mempertimbangkan  sistem manajemen talenta Aparatur Sipil Negara. Dalam 

(Permenpan No.3 Tahun 2020) manajemen talenta ASN yakni sistem manajemen karier ASN 

yang meliputi tahapan akuisisi , pengembangan, retensi, dan penempatan talenta untuk 

diprioritaskan pada jabatan jabatan yang ditargetkan berdasarkan tingkat potensial dan kinerja 

melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi 

kebutuhan instansi tertentu. Oleh karena itu,  dalam meberikan jabatan dan posisi pada ASN 

untuk memenuhi instansi tertentu dalam artian mutasi, promosi jabatan harus sesuai dengan 

kemampuan dan tingkat prestasinya bukan berdasarkan unsur politik. Kedua, Tingkatan 

Insitusional. strategi dalam peningkatan institusional dengan mengedepankan kemampuan 

pemimpin dan pengisian jabatan yang ada distruktur harus sesuai dengan klasfikasi ilmu atau 

kemampuannya serta menciptakan rasa memiliki organisasi tersebut. Prilaku kelompok 

merupakan suatu wadah yang mampu membuat pekerjaan dan pelayanan tanpa beban dan 

mampu menjadi tempat untuk menampung kerisauhan mengenai masalah instansi maupun 

pribadi individu. Ketiga, tingkat individu. Tingkatan ini lebih memprioritaskan kompensi 

individu apabila kompetensi pegawai berjalan dengan baik maka daya dukung dari organisasi 

akan berjalan  dengan baik pula. Pengembangan kapasitas pegawai selain kompetensi juga harus 

memiliki beberapa unsur yakni jujur dan disiplin, bergirah dalam bekerja, sesuai dengan 

persaratan aturan atau undang-undang, loyal dan berdedikasi. 

 

Saran 

Adapun saran dari peneliti terhadap pembenahan Aparatur Sipil Negara untuk membantu 

Pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat melakukan pembenahan 

apabila mengembangkan tiga indikator yakni tingkat sistem, tingkat institusional, dan tingkat 

individu. Pada dasarnya untuk melakukan pembenahan di lingkup pemerintahan Sinjai yang 

menjadi indikator utama yaitu tingkat individu, keberhasilan sebuah organisasi dipengaruhi 

kemampuan individu dalam orgnisasi tersebut. Tingkat sistem dan institusional hanya sebagai 

penunjang untuk meningkatkan kemampuan tiap individu dalam organisasi tersebut serta dalam 

karakter tiap pegawai berbeda dimana karakter pegawai merupakan ciri kahs tersendiri yang 

pada dasarnya sulit untuk di ubah karena pengaruh dari lingkungan. Namun tidak bisa dipungkiri 

bahwa pembenahan ketiga indikator ini mampu berjalan daengan baik apabila didukung oleh 

lingkungan eksternal dalam hal ini masyakat. Pada dasarnya lingkungan eksternal sering mejadi 

hambatan dan keuntungan dalam sebuah organisasi . Oleh karena itu dalam penelitian ini 

memiliki kekurang hanya fokus terhadap lingkungan internal dalam hal ini Pegawai ingkup 

Kabupaten Sinjai sehingga untuk penelitian berikutnya lebih dominan terhadap lingkungan 

eksternal dan masyarakat. 
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